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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam
mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat, serta
potensi benturan dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Penelitian menggunakan
metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur hukum.
Rumusan masalah: (1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Kota
Palembang dalam pengawasan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat? (2)
Apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan Pengadilan
Negeri? Hasil penelitian menunjukkan kejaksaan berperan sebagai pelaksana
eksekusi administratif dan pengawas aktif selama masa percobaan, bekerja sama
dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Dalam pidana bersyarat, jaksa memastikan kepatuhan terhadap syarat umum dan
khusus, serta dapat mengajukan pencabutan bila dilanggar. Pada lepas bersyarat,
pengawasan langsung dilakukan BAPAS, namun kejaksaan tetap memiliki peran
koordinatif, yuridis, dan administratif. Secara prinsip, kewenangan kejaksaan dan
pengadilan negeri tidak berbenturan karena memiliki fungsi berbeda yang saling
melengkapi, meskipun potensi perbedaan tafsir hukum dapat terjadi di lapangan.
Kejaksaan memiliki peran strategis menjamin pelaksanaan putusan sesuai hukum.
Koordinasi antar lembaga mutlak diperlukan guna mencegah konflik kewenangan
dan memastikan efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Pengawasan, Pidana Bersyarat, Lepas
Bersyarat.



ABSTRACT

This study examines the authority of the Palembang District Prosecutor’s Olffice
in supervising conditional sentences and parole, and its potential overlap with
District Court authority. Using empirical legal research through interviews,
observation, and legal literature review, the research addresses: (1) What is the
prosecutor’s authority in supervising conditional sentences and parole? (2) Can it
overlap with the District Court’s authority? Findings reveal that prosecutors act
as executors of administrative decisions and active supervisors during probation,
cooperating with the Correctional Center (BAPAS) and Community Guidance
Officers (PK). In conditional sentences, prosecutors ensure compliance with
general and special conditions, and may request revocation if violated. In parole,
direct supervision lies with BAPAS, yet prosecutors maintain coordinative, legal,
and administrative roles. In principle, prosecutor and court authorities do not
conflict, as they serve distinct but complementary functions, though differing legal
interpretations may arise in practice. The prosecutor’s role is vital to ensure
court rulings are implemented lawfully. Strong inter-agency coordination is
essential to avoid authority conflicts and uphold effective supervision.

Keywords: Prosecutor’s authority, Supervision, Conditional Sentence, Parole.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejaksaan republik Indonesia adalah Lembaga yang menjalankan
kekuasaaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Sebagai bidang instansi
yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di
pimpin oleh Jaksa agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
presiden. Yang mana terdiri dari jaksa agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri,
Lembaga-lembaga ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dalam menjalankan fungsi penuntutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2004 yang mana menggantikan
Undang-undang No.5 tahun 1991 mengenai kejkasaan republik Indonesia,
kejaksaan merupakan Lembaga penegak hukum yang yang diharapkan dapat lebih
aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat,
menegakkan Hak Asasi Manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dalam Undang-undang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia
sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan
diwajibkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, secara independent
tanpa dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain. (pasal 2 ayat 2 UU No. 16
Tahun 2004).

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau

memerintah orang lain untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu.



Kewenangan juga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil
Keputusan, mengatur dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain,
sedangkan Dalam konteks hukum, kewenangan adalah hak dan wewenang hukum
pejabat publik untuk mengikuti ketentuan hukum dalam menjalankan tanggung
jawab publik.

Contoh dari kasus ini diambil dari sebuah penelitian mengenai
pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat penelitian ini
menyoroti bentuk dan prosedur pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang
jaksa terhadap narapidana itu khususnya dikejaksaan Negeri Surakarta, hasil
penelitian menunjukan bahwa bahwa peran jaksa dalam mengawasi narapidana
yang mendpatkan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-undang No. 14
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada pasal 30.
Prosedur dan pengawasan jaksa terhadap narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Lembaga pemasyarakatan dengan
mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai
dengan pasal 15 Ayat 1 KUHP. Pengawasan ini dilakukan oleh Jaksa di Lokasi
tempat tinggal narapidana tersebut. Tujuan utma dari pembebasan bersyarat
adalah agar narapidana dapat Kembali berintegrasi kedalam Masyarakat dengan
perilaku yang baik."

Peran kejaksaan sebagai Lembaga negara dalam bidang penuntutan
memiliki signifikan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kewenangan luas yang dimiliki oleh jaksa termasuk, penyidikan, penuntutan,

! Marwan. Effendy, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fi ungsinya Dari Perspektif Hukum., trans.
Gramedia Pustaka Utama (Gramedia Pustaka Utama, 2005).



perampasan, pengambilan asset, dan lainnya. Diharapkan dapat dimanfaatkan
secara maksimal dalam Upaya penegakan hukum yang adil.?

Pidana bersyarat ditentukan oleh hakim pengadilan dengan sejumlah
ketentuan, yaitu pelaksanaannya harus berada di pengawasan petugas yang
memiliki kewenangan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk membina
terpidana agar tidak tertidak terpengaruh oleh subkultur penjara, serta untuk
mencegah terjadinya Tindakan kej ahatan.’

Usai menjalankan proses pemeriksaan dipengadilan, jika hakim
berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan secara sah atas tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Langkah selanjutnya adalah menetapkan
hukuman yang akan dijatuhkan . setiap pasal yang ditentukan dalam tindak pidana
telah mengatur jenis hukuman yang dapat dikenakan serta batas maksimum yang
berlaku. berbagai jenis hukuman yang mampu dijatuhkanoleh hakim yang mana
bisa ditemukan dalam bagian I mengenai ketentuan umum KUHP, yang dijelaskan
pada pasal 10:

Pidana Pokok:

yang terdirir dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
Pidana Tambahan:

Yang meliputi penghapusan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu,

serta pengumuman putusan hakim.

2 Yasmirah Mandasari. Saragih, Pengendalian Tindak Pidana Korupsi., trans. Cattleya
Darmaya Fortuna (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021).

®S. Pd La Ode Faiki, Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik. (MATA KATA
INSPIRASI, 2023).



Ketentuan tentang pidana bersyarat pada masa ini sepenuhnya belum
mencerminkan aspek keadilan. Hal ini terlihat dari beberpa kelemahan dalam
penerapan yaitu:

(1) substansi hukum, yang mana peraturan yang ada belum memungkinkan
memberikan panduan yang jelas untuk pelaksanaan pidana bersyarat.

(2) struktur hukum Dimana semua sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana yang memerlukan perbaikan, termasuk dalam pengawasan penerapan
hukuman bersyarat.

(3) budaya hukum, Dimana pemahaman kepatuhan Masyarakat terhadap hukum
belum sepenuhnya terinternalisasi.

Aturan pidana bersyarat juga berfungsi sebgai Solusi untuk mengatasi
kepadatan di Lembaga permasyarakatan. Terutama sebagai alternatif bagi
hukuman penjara yang memiliki masa hukuman pidana bersyarat diatur dalam
pasal 14a hingga 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Upaya
mereformasikan aturan ini diusulkan untuk menambahkan satu ayat yaitu (6) pada
pasal 14a KUHP, yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan:

(1) Faktor terkait tindakan pelaku;

(2) Faktor terkait pelaku itu sendiri;

(3) Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Rumusan Pasal 14 d ayat (1) : "Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat
dipenubhi, ialah:

(1) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi

syarat-syarat umum);



(2) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana
bersyarat (untuk mengawasi syarat - syarat khusus);
(3) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat)." 4

Keputusan lepas bersyarat, yang lebih dikenal sebagai pembebasan
bersyarat, diatur dalam pasal 30 ayat (1) Huruf ¢ yang menyebutkan bahwa
“melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat dan
putusan pidana pengawasan” Keputusan pembebasan bersyarat untuk narapidana
yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh jaksa yang di tunjuk
oleh kepala seksi (KASI) di setiap masing-masing bidang. Pemebebasan bersyarat
ini merupakan hak narapidana, sebgaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-
undang republic Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan. hak ini
bersifat “dapat” diberikan dengan syarat narapidana memenuhi syarat
administratif kerna pembebasan bersyarat tidak bersifat otomatis atau
wajib.ketentuan umum yang tentang pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 15
hingga 17 KUHP, Dimana pasal 17 KUHP menyatakan bahwa:
(1) Jika terpidana telah menyelesaikan dua pertiga dari masa pidana penjara yang
dijatuhkan, dengan minimum sembilan bulan, maka ia bisa diusulkan untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika narapidana harus menjalani beberapa
pidana berturut-turut, semua pidana itu dianggap sebagai satu kesatuan.
(2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat, juga ditetapkan masa percobaan

dan syarat-syarat yang harus dipatuhi selama masa tersebut.

* Ibid



(3) Durasi masa percobaan sama dengan masa waktu pidana yang belum dijalani,
ditambah satu tahun, dan jika terpidana berada dalam tahanan yang sah, waktu
tersebut tidak dihitung sebagai masa percobaan.5
B. Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang di atas penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan negeri kota Palembang dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
dan putusan lepas bersyarat?

2. Apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang
dimiliki oleh pengadilan negeri dalam hal pengawasan terhadap

pelaksanaan putusan pengadilan?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang
akan dibahas, cakupan penelitian penelitian ini difokuskan pada apa saja
kewenangan kejaksaan negeri kota Palembang terhadap pelaksanaan sanksi
pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat serta apa saja kewenangan tersebut
dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri,
namun bukan berarti tidak mungkin untuk membahas hal-hal yang terkait dengan

topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

> Ahmad. Saifudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian
Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses
Pembinaan Narapidana.” (SPEKTRUM HUKUM, 2019).



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Untuk mengetahui kewenagan kejaksaan negeri kota Palembang dalam
pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat.
Untuk mengetahui apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan
kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam pengawasan hal
tersebut.
Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Guna untuk mengetahui kewenangan kejaksaan kota Palembang dalam
perkara putusan bersyarat dan putusan lepas bersyarat.
Guna untuk mengetahui apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan

dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri.

E. Kerangka Konseptual

1.

Kewenangan adalah keseluruhan aturan berasal dari hukum organisasi
pemerintahan. Ini dapat diartikan sebagai semua ketentuan yang
berhubngan dengan perolehan dan pemanfaatan kewenangan pemerintahan
oleh subjek hukum public dalam konteks hubungan hukum politik.°®

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang

menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan .

6 S.H., M.H Tri Kurniawan Wibowo, Hukum Pidana Materiil. (Prenada Media, 2022).



sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan
hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih
dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan
tinggi, kejaksaan negeri merupakan bagian kekuasaan negara di Indonesia
dalam proses penuntutan , dan semuanya yang membentuk satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.’

3. Pengawasan adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengawasan |,
pemeriksaan, pencocokan, dan pengendalian atas semua aktifitas untuk
memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan reancana yang telah
ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan8

4. Pidana bersyarat adalah hukuman yang berkaitan dengan kebebasan
seseorang, Dimana hakim dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yaitu
syarat umum dan syarat khusus.’

5. Putusan lepas bersyarat merupakan Keputusan pengadilan yang
memungkinkan terpidana dibebaskan dari hukuman penjara, dengan syarat
mematuhi syarat-syarat tertentu, hukuman tidak akan dilaksanakan, namun

apabila syarat itu di langar maka hukuman penjara dapat dijalankan sesuai

10
dengan putusan semula.

"S. H., and LL M. MH. Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim,
Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus. (Citra Aditya Bakt, 2005).

® Irfan. Setiawan, Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. (CV.
Rtujuh Media Printing, 2024).

o S.H., M.H. Dr.Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Penerbit
Alumni, 2023).

10 Arief Fahmi dan Rona Indara Herman Lubis, Pengantar llmu Hukum: Teori Dan
Implementasi Hukum Di Indonesia. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).



A. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka

dari itu pada table dibawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil Sebelumnya:

NO

Nama Penelitian

Judul & Tahun

Hasil penelitian

Sunarwan,S.H..M.H
Universitas Islam

Sultan Agung
(2023)

rekonstruksi regulasi

pengawasan  pelaksanaan
putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan

dan putusan lepas bersyarat

yang berbasis nilai keadilan

Hasil penelitian

yang
didapatkan yaitu, menunjukan
dalam

bahwa  keuntungan

penerapan aturan pidana

bersyaratadalah ~ menghindari
dampak negatif dari penahanan
narapidana di Lembaga
permasyarakatan yang dapat
merusak kehidupan keluarga
dan Masyarakat. Oleh karena
itu, kebebasan melalui pidana
bersyarat.  muncul  sebagai
respons terhadap ketidakpuasan
Masyarakat terhadap hukuman
penjara, terutama hukuman
penjara jangka pendek, yang
merugikan baik pelaku tindak
pidana

maupun  Masyarakat

secara keseluruhan.

Bonifasius Petrus

Sando Mokorimban
dkk

Universitas Sam

penelitian fungsi, tugas,
dan wewenang kejaksaan
dalam system peradilan

pidana menurut undang-

Hasil  penelitian yang di

dapatkan adalah fungsi dan

tugas wewenang kejaksaan
dalam system peradilan pidana
menurut Undang-undang

republik Indonesia nomor 11
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Ratulangi

(2024)

undang republik indonesia

nomor 11 tahun 2021

tahun 2021 adalah melakukan
penuntutan dengan
melimpahkan perkara ke
pengadilan negri yang
berwenang  sesuai  dengan
prosedur yang diatur dalam
hukum acara pidana dan
meminta agar perkara tersebut
diperiksa serta di putuskan oleh
hakim di siding pengadilan hal
ini berkaitan dengan sistem

peradilan pidana serta fungsi,

tugas dan kewenangan
kejaksaan sesuai  dengan
Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

Yohana Anggieta
Sormin dkk.
Universitas Jambi

(2021)

Peranan  Jaksa  dalam
Melakukan Pengawasan
Terhadap Narapidana yang
Mendapat Pembebasan

Bersyarat

Tujuan dari  penelitian ini
bertujuan untuk menguraikan
fungsi jaksa dalam pengawasan
narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat temuan
menunjukan bahwa peran jaksa
di Kejaksaan Negeri jambi
terbatas pada  pengawasan
administratif, yaitu  dengan
mewajibkan narapidana untuk

menyampaikan laporan secara
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berkala. Hal ini disebabkan oleh
minimnya regulasi yang
mengatur lebih lanjut bentuk
pengawasan yang dilakukan
oleh jaksa terhadap narapidana.
Selain itu, pengawasan juga
dilakukan oleh balai
permasyarakatan I1I (BAPAS),
yang memiliki tugas dan fungsi
untuk mengawasi klient. Tidak
ada konsekuensi atau sanksi
bagi  jaksa  yang  gagal
melaksanakan tugasnya
terhadap narapidana, maupun
narapidana yang tidak
memenuhi kewajiban melapor

di kejaksaan Negeri Jambi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup pembahasan-pembahasan berikut ini:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum empiris (Empirical Legal Research),'' yang merupakan penelitian
hukum yang mengandalkan data primer dan sekunder. Penelitian hukum

empiris mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh

" Leeuw, Frans L.., Schmeets, Hans. Empirical Legal Research: A Guidance Book for
Lawyers, Legislators and Regulators. Britania Raya: Edward Elgar Publishing Limited, 2016 Hlm
16.
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langsung oleh Masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada realitas di lapangan

atau melalui observasi langsung.

2. Sumber Data

Sehubung dengan jenis-jenis penelitian hukum dan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan dipakai adalah

sebagai berikut:

a. Data primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana disini
penulis menggunakan wawancara sera observasi langsung ke kejaksaan
negeri kota Palembang.

b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup buku-buku teks yang
ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan para
pakar, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium

terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini.

1. Bahan hukum primer, menggunakan metode wawancara dan observasi
langsung kelapangan,

2. Bahan hukum sekunder, yaitu memanfaatkan sumber hukum yang
meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta jurnal-
jurnal hukum berdasarkan pandangan para akademis.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
mencakup kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat

para ahli dan situs internet.
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3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi,
penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (field

research). Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan.
4. Analisis Data

Penelitian hukum sosiologi/empiris (socio-legal Research) dengan
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana jenis penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara lengkap
tanpa manipulasi atau perlakuan lain, atau data yang diperoleh secara langsung
dari Masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada realitas di lapagan atau

melalui pengamatan langsung.
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